Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan dalam perkara
permohonan :
M. Hasanuddin umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat
Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya,

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan
tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan
tertanggal 8 Januari 2020, Register Nomor: 4/Pdt.P/2019/PN Skm yang
berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah dilahirkan di Alue le Mameh 8 Februari 1976 jenis
kelamin Laki-laki, yang diberinama M.Hasanuddin vyaitu anak dari
pasangan suami istri Ishak dan Umi Salamah.

- Bahwa keinginan Pemohon mengganti Nama, Bulan dan Tahun Lahir dari
M.Hasanuddin, 8 Februari 1976 menjadi Ibnu Hasan, 8 September 1975
dikarenakan ketidakcocokan pada KTP, KK dengan ljazah.

- Bahwa untuk sahnya ganti Nama, Bulan dan Tahun Lahir tersebut harus
ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmur agar sudilah kiranya menerima
permohonan Pemohon ini, memanggil pemohon untuk di dengar
keterangannya dipersidangkan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut
hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Bulan dan

Tahun Lahir pemohon dari M. Hasanuddin, 8 Februari 1976 menjadi

Ibnu Hasan 8 September 1975 sesuai ljazah.
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3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Nagan Raya di Suka
Makmue mencatat tentang penggantian Nama dan perubahan Bulan
dan Tahun Lahir pemohon baik di KTP dan KK sesuai dengan ljazah

4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada
Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Nagan
Raya untuk merubah data di AKTA NIKAH;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah
permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon
menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah didengar
keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon
telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1 s/d P-8 yang telah
disesuaikan dengan aslinya dan telah dimateraikan secukupnya (vide UU
No0.13 Tahun 1985), yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Hasanuddin, Nik
1115010802760001 sesuai dengan asli diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115010112160001 atas nama Kepala
Keluarga M. Hasanuddin tanggal 01-12-2016 sesuai dengan aslinya diberi
tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Nikah, Nomor 166/14/Ul/2010, KUA Kecamatan Kuala,
Kabupaten Nagan Raya, atas nama M. Hasanuddin seuai dengan aslinya
diberi tanda P-3;

4. Fotokopi STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SD Negeri Alue le Mameh,
atas nama Ibnu Hasan, tanggal 15 Juni 1989, sesuai dengan aslinya
diberi tanda P-4;

5. Fotokopi STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMP Negeri Simpang Peut,
Atas nama lbnu Hasan, tanggal 5 Juni 1992, sesuai dengan aslinya diberi
tanda P-5;

6. Fotokopi ijazah Paket C Sekolah Menengah Atas/ madrasah Aliyah, atas
nama lbnu Hasan, tanggal 24 Mei 2013, sesuai dengan aslinya diberi
tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Paket C, atas nama Ibnu Hasan,
tanggal 24 Mei 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;

8. Surat Keterangan Kepala Desa Alue le Mameh, tentang kebenaran nama

Ibnu Hasan, tanggal 8 Januari 2020, asli diberi tanda P-8;
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Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan
2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Saksi Abdullah B dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi adalah Geuchik/Kepala Desa tempat Pemohon
bertempat tinggal ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon bermaksud untuk
memperbaiki nama, tanggal dan tahun kelahirannya yang tertulis di
Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dan Surat Nikah yang
tertulis M.Hasanuddin, lahir tanggal 8 Februari tahun 1976 menjadi
Ibnu Hasan lahir 8 September tahun 1975 sesuai dengan ljazah
Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tanggal
dan tahun kelahirannya sesuai dengan ijazah SD, SMP dan SMA
(Paket C) milik pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon telah menghadap kepada saksi untuk mencalonkan
diri menjadi Kepala Dusun (Kadus) Desa ALue le Mameh ;

- Bahwa untuk menjadi Kepala Dusun (Kadus) tersebut harus
melengkapi syarat-syarat dan identitas yang benar ;

- Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah benar Ibnu Hasan ;

- Bahwa Pemohon pernah mengganti namanya dari Ibnu Hasan menjadi
M. Hasanuddin adalah karena alasan menikah agar cocok namanya
dengan nama isterinya yang bernama Meilisa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon
menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi M. Abbas dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi adalah abang kandung dari Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon bermaksud untuk
memperbaiki nama, tanggal dan tahun kelahirannya yang tertulis di
Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dan Surat Nikah yang
tertulis M.Hasanuddin, lahir tanggal 8 Februari tahun 1976 menjadi
Ibnu Hasan lahir 8 September tahun 1975 sesuai dengan ljazah

Pemohon;
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- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tanggal
dan tahun kelahirannya sesuai dengan ijazah SD, SMP dan SMA
(Paket C) milik pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Dusun
(Kadus) Desa ALue le Mameh ;

- Bahwa untuk menjadi Kepala Dusun (Kadus) tersebut harus
melengkapi syarat-syarat dan identitas yang benar ;

- Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah benar Ibnu Hasan
pemberian dari orang tua ;

- Bahwa Pemohon pernah mengganti namanya dari Ibnu Hasan menjadi
M. Hasanuddin adalah karena alasan menikah agar cocok namanya

dengan nama isterinya yang bernama Meilisa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon
menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara
permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak
ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini,
maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini

dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas yaitu memperbaiki hama, tanggal dan tahun
kelahirannya yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dan
Surat Nikah yang tertulis M.Hasanuddin, lahir tanggal 8 Februari tahun 1976
menjadi Ibnu Hasan lahir 8 September tahun 1975 sesuai dengan ljazah
Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon

memohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue mengeluarkan penetapan
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tentang perbaikan nama, tanggal dan tahun kelahiran tertulis M.Hasanuddin,

lahir tanggal 8 Februari tahun 1976 menjadi Ibnu Hasan lahir 8 September

tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-8 yang telah
disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2
(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Kartu Tanda
Penduduk bahwa pemohon adalah penduduk Desa Alue le Mameh,
Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya yang menerangkan bahwa
pemohon adalah penduduk di Desa tersebut, sehingga sudah tepat bagi
pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Suka Makmue
karena tempat tinggal pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 berupa Kartu Keluarga
dan Surat Nikah atas nama M. Hasanuddin oleh pemohon nama, tanggal dan
tahun kelahiran tersebut ingin dilakukan perubahan menjadi Ibnu Hasan lahir
8 September tahun 1975 sesuai dengan (bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7) sesuai
dengan ijazah-ijjazah pemohon dan surat keterangan dari Kepala Desa sesuai
dengan (bukti P-8) maka hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh
pemohon;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, surat bukti
tertanda P-1 s/d P-8, keterangan saksi-saksi serta berdasarkan keterangan
pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa pemohon benar bernama lbnu Hasan;

2. Bahwa pemohon ingin merubah nama, tanggal dan tahun kelahiran tertulis
M.Hasanuddin, lahir tanggal 8 Februari tahun 1976 menjadi Ibnu Hasan
lahir 8 September tahun 1975 sesuai dengan ijazah pemohon;

3. Bahwa nama pemohon lbnu Hasan lahir tanggal 8 September tahun 1975
telah sesuai dengan ijazah SD, SMP dan SMA (Paket C);

Menimbang bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan
Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan

status kewarganegaraan;
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Menimbang bahwa menurut Pasal 34 Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
bahwa Pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali, harus
berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang timbul dikemudian hari
dikarenakan perbaikan nama, tanggal dan tahun kelahiran tertulis
M.Hasanuddin, lahir tanggal 8 Februari tahun 1976 menjadi Ibnu Hasan lahir
8 September tahun 1975 sesuai dengan ijazah pemohon, maka hal tersebut
menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat
adanya perkara permohonan ini, dibebankan kepada pemohon untuk
membayarnya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta
segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan
perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan perubahan Nama, Bulan dan Tahun Lahir pemohon dari M.
Hasanuddin, lahir 8 Februari 1976 menjadi Ibnu Hasan, lahir 8 September
1975 sesuai ljazah pemohon;

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Nagan Raya di Suka Makmue
mencatat tentang perubahan Nama dan perubahan Bulan dan Tahun Lahir
pemohon baik di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai
dengan ljazah;

4. Memerintahkan  kepada Pemohon untuk melaporkan  kepada
Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Nagan Raya
untuk merubah data di Akta Nikah;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.236.000.00,-. (dua ratus tiga puluh enam ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020
oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim berdasarkan penetapan Wakil
Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 10 Januari 2020 Nomor :
4/Pen.Pdt.P/2020/PN Skm, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga

oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
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dibantu oleh M.lhsan,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka
Makmue serta dihadapan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEBUT,
d.t.o d.t.o
M. Ihsan, S.H Edo Juniansyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran ............ Rp 30.000,00
2. Biaya panggilan ................ Rp 100.000,00
3. PNBP panggilan................ Rp 10.000,00
4. Sumpah ... Rp 20.000,00
5. Biaya ATK ...ooooiiiiiiinan, Rp 50.000,00
6. Biaya Materai ................... Rp  6.000,00
7. Leges oo Rp 10.000,00
8. Biaya Redaksi .................. Rp 10.000,00

Jumlah ... Rp 236.000.00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue

MUHAMMAD, SH.
NIP. 19701231 199305 1 001
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